BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis yang terjadi di Amerika Serikat menimbulkan efek bagi
perekonomian dunia. Di Indonesia juga terkena dampak adanya Kkrisis
ekonomi global, banyak pihak berpendapat bahwa corporate governance
perusahaan di Indonesia yang buruk merupakan salah satu penyebab utama
terjadinya krisis ekonomi (Kusmayadi et al., 2015). Dengan adanya Kkrisis
ekonomi tersebut, muncul isu mengenai sistem tata kelola perusahaan (Good
Corporate Governance) yang menjadi bahasan sangat penting dalam rangka
mendukung pemulihan kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan perekonomian
setelah masa-masa krisis. Hadirnya Good Corporate Governance dalam
pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat Good
Corporate Governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam
sebuah organisasi (Iswara, 2014).

Penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik atau
good corporate governance merupakan sebuah konsep yang menekankan
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar,
akurat, dan tepat waktu. Selain itu menunjukkan kewajiban perusahaan untuk
mengungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja keuangan perusahaan
secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan

publik maupun tertutup harus memandang good corporate governance



(GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan
Kinerja perusahaan (Tjeger dalam Sukandar & Rahardja , 2014).

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam
meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan
antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan
stakeholders lainnya. Corporate Governance juga memberikan suatu struktur
yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan
sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Riantono, 2014).
Sementara menurut (Kusmayadi et al., 2015), good corporate governance
merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk
meningkatkan Kkinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-
nilai etika yang berlaku secara umum.

IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance)
mendefinisikan konsep Corporate Governance sebagai serangkaian
mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar
operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku
kepentingan (stakeholders). Lebih lanjut IICG mendefinisikan pengertian
mengenai Corporate Governance yang baik sebagai struktur, sistem, dan
proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk
memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka
panjang. Definisi tersebut mengandung kesimpulan bahwa Corporate

Governance merupakan serangkaian mekanisme, yang mana mekanisme



tersebut terdiri dari struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-
organ dalam perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional
perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut (Bukhori & Rahardja, 2012), struktur memiliki peranan yang
sangat fundamental dalam implementasi suatu mekanisme corporate
governance. (IICG, 2010) mendefinisikan struktur sebagai susunan atau
rangka dasar manajemen perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian
hak-hak dan tanggung jawab di antara organ perusahaan (dewan komisaris,
direksi, dan RUPS/pemegang saham) dan stakeholder lainnya, serta aturan-
aturan maupun prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam
hubungan perusahaan.

Sementara sistem merupakan prosedur formal dan informal yang
mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan. Hal ini
berarti bahwa struktur merupakan kerangka dasar tempat diletakkannya
elemen-elemen dari sistem dalam penyusunan mekanisme corporate
governance perusahaan (Sukandar & Rahardja, 2014). Elemen penting
lainnya yaitu proses. Proses sebagai kegiatan mengarahkan dan mengelola
bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan,
menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta
mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Hal ini
mengisyaratkan bahwa apa yang disebut proses merupakan elemen yang
penerapannya membutuhkan adanya struktur dan sistem yang mengaturnya.

Karena itu, proses yang ada dalam suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh



sistem yang berjalan dalam perusahaan tersebut. Dalam penerapan
mekanisme tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan suatu proses yang
transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran
Kinerjanya (Bukhori & Rahardja, 2012).

Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) terdapat
lima prinsip dasar yang dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di
semua jajaran perusahaan dalam penerapan good corporate governance yaitu;
Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas
(Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran dan Kesetaraan
(Fairness). Prinsip-prinsip dasar dari good corporate governance memiliki
tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Tidak
dilaksanakannya prinsip-prinsip tersebut, akan tercermin dari kurang
tersedianya informasi untuk melaksanakan analisis risiko atau hasil investasi
yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada akhirnya
menurun atau pudarnya kepercayaan pemodal (Taman & Nugroho, 2011).

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip good corporate
governance (GCG) merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai
pedoman bagi pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemen
perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar
perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang
semakin ketat, serta dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten, sehingga
dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Good

Corporate Governance diharapkan dapat menjadi sarana untuk perusahaan



agar dapat lebih baik lagi, yaitu dapat meningkatkan disiplin anggaran,
mendayagunakan pengawasan serta mendorong efisiensi pengelolaan
perusahaan.

Menurut (Siregar & Rahayu, 2017), pelaksanaan corporate
governance yang baik merupakan langkah penting dalam membangun
kepercayaan pasar (market convidence) dan mendorong arus investasi
internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Perusahaan
meyakini bahwa penerapan GCG merupakan bentuk lain penegakan etika
bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan,
penerapan GCG juga berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab | Mengenai
Ketentuan Umum Pasal Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ atau bagian perseroan yang
memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan
komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau
anggaran dasar. Dapat dikatakan jika Rapat Umum Pemegang Saham menjadi
dapuk kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas.

Menurut (Sukandar & Rahardja, 2014), dewan komisaris bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi
perusahaan, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani
kepentingan principal dalam sebuah perusahaan. Menurut Undang-Undang

Perseroan terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat (5), dijelaskan bahwa



bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling
sedikit 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota
dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap
memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dengan semakin
banyaknya anggota dewan komisaris, maka pengawasan terhadap dewan
direksi jauh lebih baik dan masukan yang akan didapat direksi jauh lebih
banyak.

Dewan direksi merupakan salah satu indikator vital dalam
pelaksanaan corporate governance yang bertanggung jawab dalam
manajemen perusahaan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas,
disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan
dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Dewan direksi dalam
suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi
perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. (Addiyah
& Chariri, 2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran
dewan direksi yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan
pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan
yang memiliki dewan yang kecil.

Menurut (Yuliani, 2019), komite audit berfungsi sebagai penghubung
antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen
dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit bertugas untuk
membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan

dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Pengawasan proses



penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh komite audit dimulai dari
awal penyusunan hingga laporan keuangan tersebut di audit oleh audit
eksternal dan siap untuk di publikasikan. Komite audit juga membantu dalam
hal pengawasan terhadap direksi dan membuat rekomendasi atas suatu
tindakan kepada seluruh jajaran direksi. Komite audit berperan penting dalam
membantu direksi untuk mencapai tata kelola perusahaan (GCG) yang baik.

Selain komite audit yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan manajer, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi keputusan
manajer dan akan berakibat pada kinerja keuangan. Menurut (Aprianingsih,
2016), perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai
pemegang kepentingan yang lebih luas. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
perusahaan besar juga akan membawa pengaruh yang besar pula terhadap
kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan Kkecil, sehingga
perusahaan dengan ukuran yang besar akan membuat manajer lebih berhati-
hati dalam melaporkan Kinerja perusahaan yang tercermin dari pelaporan
keuangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan
perusahaan.

Penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yaitu penelitian dari (Sukandar & Rahardja, 2014),
meneliti tentang pengaruh ukuran dewan direksi dan dewan komisaris serta
ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan

direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.



Sedangkan ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

(Siregar & Rahayu, 2017) meneliti tentang corporate governance dan
kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dewan
direksi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan, dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan. Sedangkan secara simultan good corporate governance
dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

(Aini et al., 2017) meneliti tentang analisis pengaruh kepemilikan
institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, struktur
modal, ukuran perusahaan dan leverage terhadap Kkinerja keuangan
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI
tahun 2011-2015. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahan. Sedangkan proporsi dewan komisaris
independen, komite audit dan struktur modal tidak berpengaruh terhadap
Kinerja keuangan perusahaan.

(Siagian & Hadiprajitno, 2013) meneliti tentang pengaruh corporate
governance terhadap Kinerja perusahaan pada perusahaan perdagangan dan
jasa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris
independen, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap kinerja perusahaan.



(Irma, 2019) meneliti tentang pengaruh komisaris, komite audit,
struktur kepemilikan, size dan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan
properti, perumahan dan konstruksi 2013-2017. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dewan komisaris dan kepemilikan institusional
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, komite audit dan
leverage berpengaruh negatif terhadap Kkinerja keuangan perusahaan.
Sedangkan komisaris independen, kepemilikan keluarga, ESOP dan ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa
penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga
penelitian ini sangat menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini merupakan
reflikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh
(Sukandar & Rahardja, 2014) dengan judul “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi
dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan”. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu
dengan menambah satu variabel independen yaitu ukuran komite audit.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul
“PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS,
KOMITE AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada
Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverage yang Terdaftar

di BEI Tahun 2014-2018)”.
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Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan?
Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan?
Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan?
Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

perusahaan?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap Kinerja
keuangan perusahaan.
Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja
keuangan perusahaan.
Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap Kkinerja
keuangan perusahaan.
Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap Kinerja

keuangan perusahaan.
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat diketahui manfaat penelitian sebagai berikut:

1.

Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
pertimbangan  pengambilan  keputusan, terutama dalam hal
memaksimalkan Kinerja perusahaan.

Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi.

Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta
menambah referensi mengenai Kinerja keuangan, sehingga diharapkan

dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang

masalah yang menjadi topik utama peneliti untuk melakukan penelitian.

Dengan adanya latar belakang tersebut, kemudian muncul beberapa rumusan

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang

memberikan gambaran untuk laporan penelitian.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi telaah literatur yang

berhubungan dengan topik penelitian, yang didasari teori dan bukti empiris
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dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk membangun
atau merumuskan hipotesis penelitian serta rerangka pemikiran.

BAB 11l METODE PENELITIAN. Bab ini berisi metode penelitian yang
meliputi informasi tentang subjek penelitian, teknik pengumpulan data,
definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB 1V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini
menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam
penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan
pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang simpulan berupa poin-poin
yang berisi hasil penelitian serta menjawab hipotesis penelitian dan hasil
tambahan lainnya, selanjutnya berisi saran untuk subjek atau pihak-pihak

yang berkaitan dengan hasil penelitian dan juga untuk penelitian selanjutnya.



